SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG.

bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
43 Tahun 2022, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Kepala Desa,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang,
Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Nomor 8/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);



Menetapkan
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun

11.

2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun
2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019
Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021
Nomor 34/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 43/E), diubah
sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 67

(1) Dalam hal bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) lebih dari

3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDAW melakukan seleksi

tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;

b. tingkat pendidikan;

c. pengalaman bekerja sebagai pengurus lembaga
kemasyarakatan Desa seperti Rukun Tetangga, Rukun
Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang
Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, dan lembaga
kemasyarakatan Desa lainnya; dan

d. domisili.

(3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH BOBOT KRITERIA
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(4) Bobot penilaian seleksi tambahan untuk kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
a. bobot penilaian memiliki pengalaman mengenai
pemerintahan Desa:

PENGALAMAN BEKERJA DI NILAI
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
a. Kepala Desa, Ketua BPD 20
b. Sekretaris Desa, Wakil Ketua 15
BPD, dan Sekretaris BPD
c. Perangkat Desa (Kaur/
Kasi/Kepala Dusun), Anggota 10
BPD
d. Karyawan Desa )
b. bobot penilaian tingkat pendidikan:
TINGKAT PENDIDIKAN NILAI
a. ljazah SMP 2
b. Ijazah SMA 4
c. Jjazah Diploma 6
d. Jjazah Sarjana 8
e. ljazah Pasca Sarjana 10

c. bobot pengalaman bekerja sebagai pengurus lembaga
kemasyarakatan Desa:

Lama pengalaman bekerja sebagai
pengurus lembaga kemasyarakatan NILAI
Desa

a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5

(lima) tahun S
b.lebih dari 5 (lima) tahun sampai 10
dengan 10 (sepuluh) tahun
c.lebih dari 10 (sepuluh) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) 15
tahun
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun 20

d. bobot penilaian Domisili:

LAMA DOMISILI NILAI

a.0 (nol) tahun sampai dengan 1

(satu) tahun 10

b.lebih dari 1 (satu) tahun sampai 20
dengan 2 (dua) tahun

c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai 30
dengan 3 (tiga) tahun

d.lebih dari 3 (tiga) tahun sampai 40
dengan 4 (empat) tahun

e. lebih dari 4 (empat) tahun S0

(5) Dalam hal setelah dilaksanakan seleksi tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat bakal
Calon KDAW lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan
KDAW berhak mengadakan ujian yang dituangkan dalam
tata tertib Panitia Pemilihan KDAW.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. BUPATI JOMBANG.
ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

ttd
AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 14
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